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BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 2S" TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

bahwa dengan adanya perubahan pagu anggaran Dana
Desa Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu
dilakukan perubahan lampiran;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa, perlu ditindaklanjuti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Perubahan
Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri
E);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12});
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MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir
Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah dan ditambahkan 1
(satu) angka yaitu angka 10, sehingga keseluruhan Pasal
1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan Kkemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

S. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya
disingkat RKUD  adalah  rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
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gubernur, bupati atau walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada kepada keluarga miskin atau tidak mampu
di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk
mengurangi dampak ekonomi akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

Pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana
Desa dari bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40%
(empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%
(empat puluh persen); dan

c. tahap Il paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua
puluh persen).

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I
dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan
Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana




)

(10)

-5-

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan
realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta
laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa
tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap
II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari
RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen
persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa
mengenai APBDes; dan
b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sampai dengan tahap II;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75%
(tuyjuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling kurang sebesar 50%
(lima puluh persen).

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan
capaian keluaran.

(12) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi
data dengan mengacu pada peraturan yang
diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
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3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal
Baru yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 11A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1,

Dana

Desa  disalurkan dengan  persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
dengan tambahan ketentuan:
a. Dana Desa tahap 1 disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan
besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

1.

bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala
Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa;

bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa Bulan pertama; dan

bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT
Desa bulan kedua;

Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11

ayat (4); dan
Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT
Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap 1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

a. Untuk Dana Desa tahap II dan tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III

2.

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran;
dan

Dana Desa tahap 1 diprioritaskan untuk BLT
Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan
besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan Peraturan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
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penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua 15% (lima belas persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan
persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa
bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT
Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan
sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan
memenuhi persyaratan

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD
secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (4) maupun penyaluran secara bulanan
sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa,
kekurangan  pembayaran BLT Desa  dapat
menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu)
ayat baru yaitu ayat (1A), sehingga keseluruhan Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Penggunan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan = pemberdayaan
masyarakat ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah
Desa.

(1A)Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam
rangka menanggulangi dampak ekonomi atas
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
antara lain berupa :

a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
b. Jaring pengaman sosial di Desa

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

a.Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa
diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang
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berdampak langsung pada meningkatnya kualitas
hidup masyarakat.
b. Peningkatan  kesejahteraan masyarakat Desa

diutamakan untuk:

1. membiayai pelaksanaan program yang bersifat
lintas kegiatan,;

2. menciptakan lapanga n kerja yang berkelanjutan;

3. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga
miskin; dan

4. meningkatkan pendapatan asli desa

c. Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:

1. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

2. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

3. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga
dan padat karya tunai untuk menyediakan
lapangan kerja;

4. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi
masyarakat Desa yang menganggur, setengah
menganggur, keluarga miskin; dan

5. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis
(stunting).

d. Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk
membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan,
pendidikan, dan sosial.

e. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib
mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan
penanggulangan kemiskinan.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

mendapat persetujuan bupati.

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan

Desa mengenai APBDes.

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal
Baru yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b, berupa
BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di
Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

Pemerintah  Desa  wajib menganggarkan  dan
melaksanakan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria
sebagai berikut:




a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili
di Desa bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan
Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} huruf b mempertimbangkan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari
Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu
rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan,
dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima
Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi,
kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi
batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal
Baru 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Dalam hal Pemerintan Desa tidak mengganggarkan dan
tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi
berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III
tahun anggaran berjalan;
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(2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak
mengganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2),
dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran
berikutnya.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Nir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 22 Apdl 2020

N ILIRy

rM. ILYAS JI ALAM
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 23 Ppil 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
HE -

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR 35f
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(2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak
menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2),
dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran
berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
Iir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 232 Apy| 2020

BUPATI OGAN ILIR,
dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2% #pn 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

PATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH

PEMBINA /IV.a

NIP. 196404041984111002




